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GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR: 14 TAHUN 2016

TENTANG

ATURAN PERILAKU PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

bahwa sebagai implementasi pelaksanaan pembinaan Pegawai

berbasis Nilai pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara perly

Menimbang

didukung oleh semua Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD)
termasuk dalam pelakszinaan Tugas Pokok dan Fungsinya;

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di
lingkup Pemerintﬁh Provinsi Maluku Utara yang berbasis nilai

perlu dilakukan secara professional dan akuntabel, dibutuhkan

Pegawai yang memiliki nilaj moral agamis, integritas,

kompetensi, objektivitas, dan independensi yang tinggi

3

_bahwa untuk mendukung kesinambungan serta terpenuhinya

Persyaratan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dipandang perly adanya aturan perilaku  pegawai sebagai
landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan ¢, perlu ditetapkan Peraturan Gubernyr Maluku
Utara.

Mengingat co L Undang-Undang  Nomor 28  Tahun
Penyelenggaraan,Negara Yang Bersih dan Beb
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara T

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851

1999 tentang
as dari Korupsi,
ahun 1999 Nomor
)

Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluky Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluky
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895); .

Undang-Undang Nomor 33 Tahy
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Und:mg-Undang Nomor 12 T

ahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Und

angan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undnng-Undnng Nomor 5 Tahun 2014 tent

ang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 201

4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang p

emerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 201

4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) scbagaimana telah diybah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jliwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antar  Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor § Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluky Utara
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangu_nan Daerah dan

Lembaga Teknis daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA T

ENTANG ATURAN
PERILAKU PEGAWAT PEMERINTAH PROVINS]I MALUKU
UTARA
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BAB 1
KETF.NTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemnur inj y

ang dimaksud dengan:
1.

Daerah adalah Provinsi Maluku Utara:

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutny adisingkat ASN ad

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan petjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah, :

alah profesi bag pegawal

3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemenintah dengan perjanjian

yang diangkat olch pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas d
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Ne

peraturan perundang-undangan;

kerja alam suaty
gara lainnya dan digaji berdasarkan

Pegawai adalah pegawai ASN dan non-pegawai ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi Maluky Utara yang terdiri atas pej

abat struktural, pejabat fungsional, pegawai
non

-fungsional/non-struktural, calon PNS,

dan pegawai honorer, termasuk pegawai
Pemerintah Provinsi Maluku Utara yan

g diperbantukan atay dipekerjakan di
instansilain, sertasetiap orang yang bekerja

untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Maluku Utara,

Aturan perilaky merupakan penjabaran nilaj

-nilai dasar yang merupakan standar
perilaku minimum yang h

arus dipatuhi oleh setiap pribadi anggota organisasi sebagai
aan tugas. Aturan Peri]
Provinsi Maluku Utara adalah pedoman sikap,

pedoman dalam pelaksan aku Pegawai Aparatur Sipil Negara

tingkahlaku, dan perbuatan pegawai
sebagamana dimaksud dalam melaksanakan ty

gasnya dan dalam pergaulan hidup
sehari-hari;

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah

perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkahlaku, dan perbuatan baik dalam

melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-harj;

Pelanggaran aturan perilaku adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang
melanggar etika yang diatur dalam Aturan P

erilaku ini, bajk yang dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja.

Majelis Pertimbangan Perilaky adalah satuan tugas yang dibentuk dalam sistem dan

tatalaksana penegakan etika penyelenggara Negara dj lingkungan Pemerintah Provinsi

Maluku Utara,

Aturan Perilaku Pegawai merupakan standar
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Pasal 3
Aturan Perilaky Pegawai yang dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bapian yanp tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur int vang
terdiri dari:

BAB | © PENDAHULUAN

BAB 11 :  ATURAN PERILAKU PEGAWAI
BAB 1l © PENJABARAN ATURAN PERILAKU
BAB IV PELANGGARAN DAN HUKUM
BAB V. :  PERNYATAAN KEPATUHAN

Pasal 4
Aturan Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman bag

SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka melakukan pembinaan
terhadap pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam aturan ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di sofifi
Pada Tanggal 7 Maret 2016

BERNUR MALUKU UTARA

Diundangkan di Sofifi,
Pada tanggal 7 Maret 2016

(Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 13 )
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KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menten Negara

Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 mengenat Pedoman
Umum Reformasi Birokrasi, merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk membangun para birokrat agar
lebih efektif dan efisicn dalam melaksanak

an tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional.

Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Dacrah Provinsi Maluku
Utara pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan
perubahan di bidang kelembagaan (penataan organisasi), Ketatalaksanaan (proses bisnis),
dan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang pada

akhimya diharapkan dapat meningkatkan khususnya akuntabilitas kinerja Pemeritah Dacrah
dalam upaya pencapaian tujuan.

Dalam rangka membina sumber daya manusia di lingkungan PemcrintahProvinsi
Maluku Utara sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aturan perilaku
yang dapat membuat para pegawai sebagai Insan Beriman Hamba dari Tuhan-Nya adalah
Hamba yang Taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, sebagai warga
negara melaksanakan etika bernegara secara baik, sebagai anggota organisasi melaksanakan
etika berorganisasi secara baik, sebagai pelayan dan anggota masyarakat melaksanakan
etika bermasyarakat secara baik, dalam hubungannya dengan sesama pegawai harus

melaksanakan etika sesama pegawai secara baik, serta sebagai individu harus menjaga etika
terhadap diri sendiri secara baik.

Untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Aturan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil
NegaraProvinsi Maluku Utara yang merupakan standar perilaku minimum, pedoman sikap,

tingkah laku, dan perbuatan pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam
melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Kami mengharapkan agar seluruh pegawai Aparatur Sipil NegaraProvinsi Maluku Utara
mematuhi aturan perilaku ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Pedoman Aturan
Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku Utara.
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10 PENJABARAN ATURAN PERILAKU ... 5
A. Etika Dalam Bemegara..............cccccevocoooioooomooooo 5
1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila danUUD 1945, 5
2. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara Harkat dan
martabat bangsa dan negara akan tercermin dari baik buruknya sikap dan perilaku
rakyatnya. Sebagai aparatur negara dan warga masyarakat ... 5
3.

Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku,
agama’kepercayaan dan ras yang berbeda-beda . Pegawai harus berupaya secara
maksimal menjadi perekat dan pemersatu demi tegaknya Negara Kesatuan Republik

INQORESIA. w.ve ottt 6
4. Keterlibatan dalam politik praktis................ooovvovvmimvo 6
5. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam melaksanakan tugas ,Pegawai harus dapat menjadi teladan dan terus menerus

mendorong masyarakat agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang

BEMEKU. e 6
6.  Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa................. 7
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Setiap pegawai wa

melak )b tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam

sannkan set; \
N setiap kebijakan dan program pemerintah ... 8

SClin) C s '
aw
'éccnrln :ﬁ? "('i Wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara
! sien ek , _
dimantoatk an efektif Sumber daya negara sifatnya terbatas, oleh karena itu harus
an § fisi gl
N secara cfisien dan efektif. Pegawai harus memanfaatkan sumber daya

ang ter : i
3']1 8 batas tersebut sesuni dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-
asing agar berdayn guna dan berhasil guna.

Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak
benar

Setiap pegawai wajib melaksanakan tu
berlaku

Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia.................. e, o R

Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditctapkan oleh pejabat
yang berwenang

Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi ... ... 12

Setiap peg.awai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain
yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan

Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas Kompetensi
(KARTANY....coocoooiiiii s s 13

Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja .................... 13

Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam
rangka peningkatan Kinerja OrGaNiSaSi.............ccoe.rvvurerssreremsemsmmsesisensnisnissnisssssnissssosecsines 14

9.  Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerjaPencapaian
kinerja organisasi harus terus menerus ditingkatkan dengan cara meningkatkan
KUalitas Kerja PEZAWAL. .........cc.vveevreereieerieire st ssb e 14

Etika Dalam Bermasyarakat ..............cccouremmiimei ot 14

1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana Pola hidup sederhana yaitu
tidak bergaya hidup mewah sehingga tidak menimbulkan kesan penonjolan diri serta
menjaga agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Di
samping itu, harus juga mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Pegawai
harus dapat menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan cara
menghindari KONSUMETISME. ........ovccevvvveriesinsissssssssssssssss st 14

2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa
pamrih dan tanpa UNSUT PAKSARN ......courvesvcssesvensessonsssvssss s s 15

3.  Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil,
serta tidak diskriminatif Cepat dan tepat adalah kecepatan dan ketepatan berpikir,
menganalisis dan MeNGEVAIUASE..........cvuvvisissesinssssisssssssss st 15

4,  Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat..............ccocooeeneennes 16

5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat
1AM MElKSANAKAN TUAS .....vvveeeermsssssseressssssesissssss s 16

Etika Terhadap Difi SENiri.....ooccovrssevesssssessissss st 16

1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan
informasi yang tidak benar Kejujuran harus dipegang teguh dan diaplikasikan oleh
setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. ..., 16
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- TTTEEESSS————

Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan Tujuan
organisasi akan tercapa imal j

Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun
golongan

Sctiap  pegawai wajib  berinisiatif untuk menin
kemampuan, keterampilan, dan sikap Untuk men;j
dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara y

gkatkan  kualitas pengetahuan,
awab permasalahan yang terjadi
ang semakin rumit diperlukan
pilan yang memadai dan dikembangkan terus
menerus bagi seluruh pegawai

Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi Sebagai aparatur negara
pegawai harus memiliki jiwa pejuang yaitu mempertahankan kebenaran tanpa takut
akan ditanggungnya demi kepentingan bangsa dan

risiko apapun yang mungkin
negara.

Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga Setiap pegawai
akan dapat bekerja dengan baik bila keluarganya harmonis dan bahagia. Sebaliknya,
Seorang pegawai yang s

elalu dipusingkan dengan masalah keluarga kemungkinan
besar kinerjanya akan menurun, oleh karena itu

Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhan
seseorang sering dicerminkan dari penampila;
memberikan kesan dan memelihara citranya
berpenampilan sederhana, rapi dan sopan

a, rapi, dan sopan Sikap dan perbuatan
nnya sehari-hari, oleh karena itu untuk
sebagai abdi masyarakat pegawai perlu

Etika Terhadap Sesama Pegawai (PNS)

1. Setiap pegawai wajib saling

menghormati sesama warga negara yang memeluk
agama/kepercayaan yang berla

inan Hidup dan kehidupan manusia merupakan tugas
pengabdian kepada Tuhan Yan

g Maha Esa dan pengabdian tersebut dapat dilakukan
pada tempat yang berbeda serta dengan cara yang berbeda pula. Semua
agama/kepercayaan yang diakui secara resmi di Indonesia mempunyai nilai-nilai
universal yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh warga negara dalam
rangka hidup bersama. Pegawai harus menghormati sesama umat dalam menegakkan
nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama/kepercayaan masing-
masing,

................................................................................................................................... 19
Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS

w

Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik sec

ara vertikal
maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi

............................... 20
............................................................ 20

.......................................... 21

Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat

N o v

21

............. <

Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik
Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soli

Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.......co..oooec 22
'VPELANGGARAN DAN HUKUMAN ...t oo 22
V. PERNYATAAN KEPATUHAN. .ottt oot 25
PERNYATAAN KEPATUHAN ...t 26
TIM PENYUSUN

ditas semua Pegawai Negeri
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L. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kelancaran tugas umum pemenntahan dan pembangunan nasional sangat

dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara harus berbakti pada
bangsa dan negara, serta bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil. dan
merata kepada masyarakat Agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya
guna dan berhasil guna, Pegawai Aparatur Sipil Negaramemerlukan pembinaan
Secara terus menerus, berkesinambungan, dan memerlukan suatu pedoman
penilakwkode etik_ Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan bak apabila
diikuti dengan pelaksan

) aan dan penerapan aturan penlaku dalam kehidupan
sehari-hari Aparatur Sipil Negara,

Pegawai Aparatur Sipil NegaraProvinsi Maluku Utara selain memiliki hak-
hak sebagai pegawai, juga mem

_ punyai kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk
di dalamnya adalah tuntutan

untuk berperilaku sesuai dengan etika yang baik
guna menjaga citra Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Memahami bahwa
Pegawai Aparatur Sipil NegaraProvinsi Maluku Utaraharus mampu memberikan
pelayanan prima kepada bangsa, negara, dan masyarakat, maka para pegawai
memerlukan suatu pedoman aturan perilakuwkode etik. Peraturan Pemenintah RI
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil mewajibkan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian instansi
pemerintah menetapkan aturan perilakukode etik instansi masing-masing.
Dengan adanya aturan perilaku tersebut diharapkan para pegawai sebagai warga
negara melaksanakan etika bernegara secara baik, sebagai anggota organisasi .
melaksanakan etika berorganisasi secara baik, sebagai pelayan dan anggota
masyarakat melaksanakan etika bermasyarakat secara baik, dan dalam
hubungannya dengan sesama pegawai harus melaksanakan etika sesama pegawai
secara baik, serta sebagai individu harus menjaga etika terhadap din sendini
secara baik.

Berdasarkan pemikiran di atas, dipandang perlu untuk menyusun Aturan
Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya
disebut Aturan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku Utara.
Dengan adanya aturan perilaku ini, diharapkan pembinaan jiwa Korps Pegawai
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun
2004, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, serta ketentuan Perundang-

Undangan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD PROVINS]
MALUKU UTARA dapat dilaksanakan lebih baik.
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B.  Tujuan Aturanp Pcrilaku/Kodc Etik
1. Meningkatkan perjuan
Negara dan Pemering
Undang Dasar 1945

2. Membing karakier/yy

2an, pengabdian, kesetiaa

n, dan ketaatan pegawai kepada
ah Republik Indonesia ber.

dasarkan Pancasila dan Undang-

atak, memelihara raca Persatuan dan kesatuan secara

kekeluargaan BUna mewujudkan kerja sama dan Semangat pengabdian kepada
Mmasyarakat, serig meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai:

3. Majelis Pertimbangan Perilaku adalah satyan tugas yang dibentuk dalam sistem

dan tata laksana fa negara di lingkungan
Mendorong etos k 8 produktivitas kerja dan

yang bermutu tinggi dan
Jung  jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan ahdj

penegakan etika penyelengga
erja dalam rangka mendukun
awai untyk mewujudkan SDM

masyarakat;
4. Menumbuhkan dan  menin
kebangsaan peg
dalam Negara K

gkatkan Sémangat, kesadaran, dan wawasan

awai sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatua

€satuan Republik Indonesia;

S.Melindungi kepentingan pegawai
undangan yang berlaku, den
bangsa, dan negara,

n bangsa

sesuai dengan peraturan perundang-
gan tetap mengedepankan kepentingan rakyat,

Hakikat Aturan Perilaku/Kode Etik

i, karena itu setiap pegawai diandalkan
yang benar dan tepat dj setiap  situasi

berdasarkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2. Aturan Perilaky Pegawai Aparatyr Sipil Negara Provinsj Maluku Utara
PROVINSI MALUKU UTARA

untunan bagi semua pegawai dalam rangka
k melakukan hal-ha] yang dilarang dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pegawai terhindar dan
sanksi hukum,

melaksanakan kewajiban dan tida

3. Aturan perilaku selain mengatur ketentuan-ketenty

ketentuan peraturan perundang-undang
ketentuan-ketentuan yang tidak di

an yang sudah diatur dalam
an yang berlaku, juga mengatur
atur secara formal dalam peraturan
perundang-undangan namun merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan dan

atau perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh pegawai.
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D. Nilai-nilai Dasar (Core Values)

Nilai-nilai dasar PNS scbagaimana yang diatur dalam Peraturan Peme

Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Ftik Pegawai

Negeri Sipil, yaitu:

1. ketaqwaan kepada Tuban Yang Maha Esa; kesctia
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

2. semangat nasionalisme;

3. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi

4. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

5. penghormatan terhadap hak asasi manusia;

6. tidak diskriminatif;

7. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
8. semangat jiwa korps.

rintah RI

an dan ketaatan kepada

atau golongan,

ATURAN PERILAKU PEGAWAI

Aturan perilaku ini merupakan landasan yang dapat mewujudkan eti
menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, perbuatan dalam
melaksanakan tugas kedinasan, dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan
tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan
berpedoman pada etika dalam bemegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam
bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan etika sesama pegawai.

ka pegawai yang

A. Etika dalam bernegara
1. Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:
2. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

3. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara,
4.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
5. menaati

melaksanakan tugas,
6. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang

semua peraturan perundang-undangan - yang berlaku dalam

bersih dan bewibawa,
7.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan

setiap kebijakan dan program pemerintah,
8. menggunakan atau memanfaatkan semua sumbe

efektif;
9. tidak memberik

r daya negara secara efisien dan

an kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
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B. Etika dalam bcrorganisasi

Untuk mewujudk

an hal in; setiap pegaw
1. melaksanakan

ai wajib:
tug

- as dan Wewenang sesuai ketentuan yang berlaku,
-menjaga informggs; yang bersifat rahasia:

3. mela i i »
ksanakan Setiap kebijakan yang ditetapkan olch pejabat yang berwenang,
4, membangun etog kerja unty

) alin k meningkatkan kinerja organisasi:
.menjah 1 . ‘
Jain kerja sama sccara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam
rangka pencapaian tujuan;

6. memiliki kompetens; dalam pelaksanaan tugas;

7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. mengembangkan pemikiran secara  kreatif dan

inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi;

9. berorientas; pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat

Untuk mewujudkan hal in setiap pegawai wajib:
1. mewujudkan pola hidup sederhana;

2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta
tanpa unsur paksaan;

3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak
diskriminatif’
4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan
tugas.

D. Etika terhadap diri sendiri

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

4.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,
keterampilan, dan sikap;

5. memiliki daya juang yang tinggi;

kemampuan,

6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
8. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
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E. Etika terhadap scsama PNS

Untuk mewujudkan hal ing setiap pegawai wajib:

1. sali '
aling menghormati sesama Warga negara yang memeluk agama/kepercayaan
yang berlainan:

2. memelihar rpgy persatuan dan kesatuan sesama PNS;

3.saling menghormati antar teman sejawat,
horizontal dalam Suatu unit kerja, instansi, mau

4. menghargai perbedaan pendapat;

5. mcnjunjung tinggi b

6. menjaga dan menjal

7.berhimpun gy
menjamin teryy
d

baik secara vertikal maupun

pun antar instansi;

arkat dan martabat PNS;
in kerja sama yang kooperatif sesama PNS;

am satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang

ujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil
alam memperjuangkan hak-haknya.

- PENJABARAN ATURAN PERILAKU
A. Etika Dalam Bernegara

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945
Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat pegawai wajib
setia dan taat elaksanakan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta
UUD 1945, Kesetiaan dan ketaatan harus timbul dari pengetahuan, pemahaman

serta  kesadaran yang mendalam dan bukan karena paksaan. Untuk
melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;

b.selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara,

kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan
tugas.

2.Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara
Harkat dan martabat bangsa dan negara akan tercermin dari baik buruknya
sikap dan perilaku rakyatnya. Sebagai aparatur negara dan warga masyarakat
pegawai harus bersikap dan berperilaku yang dapat meningkatkan harkat dan
martabat bangsa dan negara, tidak bersikap dan berperilaku yang dapat
mencemarkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Sikap dan perilaku
pegawai dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari dapat
memberikan contoh bagi seluruh masyarakat di sekitarnya.
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